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Negara Absen soal
Kebebasan Beragama

Isu agama
berpotensi
menimbulkan
konflik besar.
Celakanya, negara
membiarkan
tindakan
diskriminasi.

Dinny Mutiah

ASUS penganiayaan
terhadap pendeta
dan anggota Majelis
Gereja HKBP Cike-
ting, Bekasi, Minggu (12/9),
membuktikan negara absen da-
lam hal kebebasan beragama.
Pemerintah selama ini meng-
anggap sepi masalah kehidup-
an beragama, terutama diskri-
minasi yang dialami kelompok
minoritas. Demikian pendapat
para tokoh saat menanggapi
kasus pemukulan dan penu-
sukan yang mengakibatkan
Luspida Simanjuntak luka dan
Asia Sihombing Lumbantoruan
dirawat di rumah sakit karena
luka tusukan di lambung.
Luspida ialah pendeta Gereja
Huria Kristen Batak Protestan
(HKBP) Pondok Timur Indah
(PTI) Ciketing, Bekasi, sedang-
kan Asia Sthombing adalah pe-
natua (anggota majelis) gereja
tersebut. Keduanya diserang
sekelompok orang tak dikenal.
Saat itu, Luspida dan Asia se-
dang berjalan bersama jemaat
HKBP untuk beribadah.
Sejumlah lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang ber-
naung di bawah Forum Soli-
daritas untuk Kebebasan Umat
Beragama di Jakarta, kemarin,
menyayangkan negara yang
cenderung absen dalam setiap
upaya memberikan garansi
perlindungan kebebasan ber-
agama, terutama kelompok mi-
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MENGUTUK KEKERASAN: Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe (kanan) bersama Sekjen Kementerian
Agama Bahrul Hayat (tengah) dan mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi memberikan keterangan pers di Jakarta, kemarin. Para tokoh agama
itu mengutuk tindak kekerasan terhadap anggota jemaat HKBP Bekasi.

noritas. Alih-alih melindungi,
negara justru terkesan membi-
arkan dan diskriminatif.

Wakil Ketua Setara Institute
for Democracy and Peace Bonar
Tigor Naipospos dan Sekretaris
Hubungan Umat Beragama
KWI Romo Benny Susetyo me-
ngatakan intoleransi beragama
kini semakin dirasakan masya-
rakat, khususnya oleh kelom-
pok minoritas.

Karena itu, Ketua Umum
PGI Andreas Yewangoe meni-
lai pernyataan Kapolda Met-
ro Jaya Irjen Timur Pradopo
bahwa kasus HKBP di Bekasi
pada Minggu (12/9) adalah

kriminal murni terlalu dini dan
membuktikan negara memang
absen dalam soal kebebasan
beragama.

Diskriminatif

Ketua Komnas HAM Ifdhal
Kasim menyayangkan tindak-
an diskriminatif yang dialami
jemaat HKBP di Bekasi--juga
di tempat lain--dibiarkan ber-
larut-larut. “Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono seharus-
nya berinisiatif menyelesaikan
konflik berkepanjangan seperti
itu. Isu agama berpotensi me-
nimbulkan konflik besar,” kata
Ifdhal di Jakarta, kemarin.

Dia menyayangkan Pemerin-
tah Kota Bekasi membiarkan
konflik dan menunggu terjadi-
nya bentrok. Lebih celaka, pe-
merintah pusat juga membiar-
kan dan mengalihkan kasus itu
ke pemerintah daerah.

Fakta-fakta itu, menurut
Wakil Ketua DPD La Ode Ida,
membuktikan intoleransi da-
lam kehidupan beragama ma-
sih eksis di negeri ini. “Plural-
isme dan toleransi antarumat
beragama ternyata masih be-
lum bisa dipraktikkan semua
pihak. Buktinya masih ada
kelompok dengan ajarannya
yang ekstrem dan intoleran

dibiarkan berkembang.”

Koordinator Nasional Gerak-
an Peduli Pluralisme Damien
Dematra mengatakan jika pe-
merintah tetap membiarkan
intoleransi berlanjut, pihaknya
akan membawa persoalan ini
ke PBB. (GG/*/X-10)

dinny@mediaindonesia.com
Berita terkait him 2

Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui
mediaindonesia.com
atau e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com

Ratusan Ribu Pemudik
Memasuki Jakarta

MEMASUKI H+3 Lebaran,
ratusan ribu pemudik mulai
memasuki Kota Jakarta dan
sekitarnya. Jumlah arus balik
penumpang melalui Bandara
Soekarno-Hatta tercatat 122
ribu orang. Arus balik melalui
Pelabuhan Merak tercatat 8.200
penumpang pejalan kaki, 3.800
kendaraan roda dua, dan seba-
nyak 2.260 unit roda empat.
Di Stasiun

Sementara itu, Direktur Lalu
Lintas Polri Brigjen Djoko Susi-
lo mengatakan jumlah kejadian
kecelakaan sejak H-7 hingga
H+2 sebanyak 1.098 kasus de-
ngan korban tewas 243 orang,
318 orang luka berat, dan 619
luka ringan. Kecelakaan terse-
but diperkirakan menimbulkan
kerugian materiil Rp4,1 miliar.

Lonjakan arus balik, kata
Djoko, diper-

KA Gambir, Data Kecelakaan kirakan Senin
hingga }(i)ma- dan Kejahatan g3 /9) rlnalam.
rin pagi, baru asalnya,
5.06% }g)enum- Lebaran 2010 karyaw};n,
pang tiba dan [ Jumlah kecelakaan 1.098 kasus buruh pabrik,
di Stasiun Se- Meninggal dunia 243 orang serta pegawai
nen 3.750 pe- Luka berat 318 orang negerisipil su-
numpang. Luka ringan 619 orang dah mulai be-
Kepala Pos- Kerugian Rp4,178 miliar kerja hari ini.
ko Lebaran . “Mudah-mu-
di Bandara dahan warga
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jadipadaH+7  Kejahatan lainnya 542 kasus ujar Djoko.
Lebaran atau Data per 12 September Kadiv Hu-
Jumat (17/9). pukul 24.00 WIB mas Polri
Pada saat itu/ Sumber: Humas Mabes Polri/GRAFIS: TIYOK Bri g] en Is-
puncak arus kandar Hasan

balik penumpang diperkirakan
mencapai 142 ribu orang.

“Jumlah penerbangan terba-
nyak pada arus balik Lebaran
tahun ini adalah Denpasar,
Yogyakarta, Surabaya, dan Me-
dan. Untuk Denpasar dan Yog-
yakarta sebanyak 100 pener-
bangan,” ujar Jaya.

menambahkan, angka kema-
tian akibat kecelakaan selama
mudik tahun ini menurun bila
dibandingkan dengan 2009.

“Pada arus mudik 2009 ada
702 korban jiwa dan pada
2008 mencapai 1.000 jiwa,”
ujar Iskandar. (SM/San/*/
Dvd/X-8)
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EDITORIAL

Memandangi
Mayat Century

TUJUH bulan sudah rekomendasi Panitia Khusus Angket Bank
Century ditandatangani sebagai keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat. Itulah dokumen politik yang sah dari sebuah lembaga
yang sah. Keabsahan dokumen itu diperkuat dukungan ma-
yoritas partai di DPR.

Hanya tiga dari sembilan partai di DPR yang ketika itu ke-
beratan mengatakan pengucuran dana negara sebesar Rp6,7
triliun ke bank sakit bernama Bank Century sebagai skandal.
Ketiga partai politik itu adalah Partai Demokrat, Partai Ke-
bangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Enam partai lainnya yang dimotori Golkar dan PDIP serta
PKS sangat ngotot dengan pendirian bahwa kasus Century
adalah skandal besar yang memiliki indikasi pelanggaran kuat.
Dalam kacamata politik, indikasi-indikasi itu sesungguhnya
bisa dengan mudah membuka jalan bagi indikasi hukum.

Tetapi setelah tujuh bulan rekomendasi Pansus Century dite-
ken, pedang hukum yang mendapat giliran membedah kasus
itu tumpul. Kepolisian tumpul, kejaksaan tumpul, termasuk
KPK. Tiga lembaga itu selalu mengatakan tidak menemukan
indikasi hukum untuk membawa skandal Century menjadi

kasus pidana korupsi.

Tetapi, di tengah kemajalan
pisau hukum mencari penjahat
Century, seorang Sri Mulya-
ni dikorbankan. Dia harus
mundur dari kursi menteri
Kalau kasus cek
perjalanan saja KPK
tidak lupa, mudah-
mudahan kasus
Century juga KPK

keuangan karena mendapat
‘kehormatan’ menjadi salah

tidak berpura-pura
lupa.”

satu direktur eksekutif Bank
Dunia. Banyak yang berpenda-
pat Sri Mulyani dikorbankan
karena dia tidak mau didikte
persekongkolan politik.

Sekarang, siapakah yang
masih memiliki energi dan ke-
beranian untuk menyuarakan
kelanjutan pengusutan skandal
Century? Para anggota pansus yang dulu vokal sekarang tidak
terdengar lagi suaranya. Kesunyian yang menyelimuti kasus
Century hadir bersamaan dengan ditunjuknya Ketua Umum
Golkar Aburizal Bakrie sebagai Pelaksana Harian Sekretariat
Bersama Partai Koalisi.

Karena itu, ketika Ical mempertanyakan kelanjutan kasus
Century dalam kesempatan bertemu dengan Jusuf Kalla ketika
bersilaturahim, publik bertanya juga apakah pertanyaan Ical itu
pertanyaan tulus? Bukankah kehadiran Sekber Partai Koalisi
sangat menentukan sehingga kita sekarang hanya meman-
dang mayat Century? Bukankah sekber ikut mengendalikan
sehingga Tim Pengawas Century di DPR tidak pernah bisa
bersidang dengan aparatur penegak hukum secara teratur?

Mungkin Golkar kaget dengan langkah Komisi Pemberan-
tasan Korupsi yang tiba-tiba menetapkan 26 tersangka baru
dalam kasus cek perjalanan yang meloloskan Miranda Goeltom
sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.
Sejumlah politikus Golkar dan PDIP menjadi tersangka.

KPK mungkin ingin memperlihatkan dia bekerja pelan, tapi
pasti. Itulah yang juga masih menyisakan harapan bahwa
kasus Century tidak mati suri karena KPK pun dikendalikan
persekongkolan politik.

Bagaimanapun juga, publik mulai cemas karena terdapat
gelagat yang amat kuat untuk menguburkan kasus Century
yang menghebohkan itu. Kalau kasus cek perjalanan saja KPK
tidak lupa, mudah-mudahan kasus Century juga KPK tidak
berpura-pura lupa.

Anda ingin menanggapi "Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com
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KECAMAN rencana pemba-
ngunan gedung parlemen yang
menelan dana Rp1,16 triliun
belum reda, tapi mulai hari ini
puluhan anggota DPR pelesir
ke lima negara yang dikemas
dengan bungkus lama, studi
banding.

Mereka yang melakukan
studi banding itu adalah Panja
RUU Hortikultura dari Komisi
IV, yaitu ke Belanda dan Norwe-
gia. Kemudian Panja RUU Ke-
pramukaan dari Komisi X akan
ngelencer ke Jepang, Korea Sela-
tan, dan Afrika Selatan.

Menurut Ketua Komisi IV
Akhmad Muqowam, setiap
tim studi banding itu akan dii-
kuti 13 anggota. Tim ke Belanda
dipimpin Anna Mu’awannah,
sedangkan Firman Soebagyo
akan memimpin tim ke Norwe-
gia.

“Kunjungan ini sudah di-
rencanakan jauh hari. Kami

Sumber dari Seknas Fitra diolah dari DIPA Perubahaan 2010/GRAFIS: TIYOK

DPR Pelesir ke Lima Negara

memang mengagendakannya,”
tegas Muqowam.

Seperti halnya Panja Horti-
kultura, Panja RUU Kepramu-
kaan dari Komisi X juga dibagi
menjadi dua tim. Tim pertama
yang diketuai Ketua Panja Ke-
pramukaan Hakam Naja akan
berkunjung ke Jepang dan
Korsel. Sementara itu, tim yang
dipimpin Wakil Ketua Komisi
X Rully Chairul Azwar akan
terbang ke Afrika Selatan.

“Kedua tim ini untuk mela-
kukan peninjauan secara lang-
sung kegiatan kepanduan di
sana. Referensi ini dibutuhkan
untuk membangun Pramuka di
Indonesia,” jelas Ketua Komisi
X Mahyuddin.

Seperti yang sudah-sudah,
studi banding itu kembali men-
dapatberbagai kecaman. Menu-
rut Koordinator Investigasi dan
Advokasi Forum Indonesia
untuk Transparansi Anggaran

(Fitra) Uchok Sky Khadafi,
studi banding itu hanya alasan
DPR untuk jalan-jalan ke luar
negeri dengan dana APBN.

Menurut catatan Fitra, dalam
APBN Perubahan 2010 anggar-
an pelesiran ke luar negeri me-
ningkat Rp48 miliar, yakni dari
Rp122 miliar menjadi Rp170
miliar. (lihat grafis).

“Kunjungan ke luar negeri
tidak memiliki dampak apa
pun terhadap prestasi DPR. Se-
benarnya mereka tidak melaku-
kan kunjungan atau studi, tapi
jalan-jalan saja,” tegasnya.

Ia menjelaskan kunjungan
itu untuk keperluan referensi
legislasi, tetapi kenyataannya
produktivitas DPR rendah.
Misalnya, hingga menjelang
akhir 2010, DPR hanya mampu
menyelesaikan sekitar tujuh
pembahasan perundangan
dari target 70 perundangan.
(AO/X-5)

PAUSE

Manfaat Bergosip

GOSIP tidak selamanya buruk. Isi gosip yang positif ternyata
bermanfaat bagi si penggosip-
nya, yakni bisa menaikkan
harga diri mereka. Sebuah
penelitian baru dari Uni-

versitas Staffordshire,

Inggris, menunjukkan

dengan bergosip, orang

akan merasa lebih didu-

kung.

Menurut peneliti dari

universitas itu, Jennifer
Cole dan Hannah Scrivener,
gosip positif seperti memuji o-
rang lain dapat menaikkan harga diri
si penggosip untuk sesaat.
Hal itu terlihat pada 160 res-
ponden yang diteliti. Para
peneliti meminta 140 pe-
serta membicarakan

sebuah tokoh fiktif.

Sebagian membica-
rakan sisi negatif to-
koh tersebut dan sisa-
nya sisi positif. Mereka
yang berbicara sisi positif merasa memiliki harga diri yang
lebih besar daripada mereka yang diminta untuk berbicara
negatif.

Selain harga diri naik, para penggosip merasakan dukungan
sosial dan kepuasan hidup. “Temuan kami menyarankan be-
berapa bentuk gosip, misalnya memuji orang lain,” ujar Cole
dalam siaran pers British Psychological Society.

Penemuan itu disampaikan pula pada konferensi British
Psychological Society pada September ini. (*/Healthday
News/X-8)

TIYOK
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Biaya Gedung
Baru DPR
Dikurangi

Penggunaan anggaran pembangunan gedung baru
DPR harus transparan dan akuntabel.

Aryo Bhawono

IMPINAN DPR akhir-

nya menyepakati

untuk menurunkan

besaran anggaran
pembangunan gedung DPR
yang mencapai Rp1,16 triliun.
Usulan itu akan diajukan da-
lam Rapat Paripurna DPR
mendatang.

Menurut Wakil Ketua DPR
Taufik Kurniawan, perintah
untuk menurunkan anggaran
sudah disampaikan kepada tim
teknis pembangunan gedung
DPR. “Dengan standar Bap-
penas (Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional), ber-
arti penurunan harga tidak da-
pat dihindari. Tim teknis yang
terdiri atas Sekretariat Jenderal
(Setjen) DPR dan Kementerian
Pekerjaan Umum (PU) harus
menurunkan harga,” ujarnya
ketika dihubungi di Jakarta,
kemarin.

Sesuai perencanaan tim
teknis DPR dan konsultan,
biaya pembangunan gedung
DPR mencapai Rp1,16 triliun.
Bujet harga ini digunakan un-
tuk membangun 36 lantai ge-
dung baru DPR. Tiap anggota
DPR akan mendapatkan ruang
seluas 20 meter persegi.

Bagi Taubk yang berasal dari
Fraksi PAN tersebut, jumlah

anggaran itu terlalu mahal.
Dari perhitungan Fraksi PAN,
harga per meter2 tidak menca-
pai Rp15 juta. “Kalau dengan
pengurangan anggaran gedung
baru DPR, tidak akan mencapai
Rp1 triliun.”

Sebelumnya, Fraksi PAN per-
nah melakukan penghitungan
sehingga harga gedung baru
DPR tidak melebihi Rp900
miliar. Fraksi PAN memban-

Kalau dengan
pengurangan
anggaran gedung
baru DPR, tidak
akan mencapai Rpl
triliun.”

Taufik Kurniawan
Wakil Ketua DPR

dingkan harga gedung baru
DPR dengan pembangunan ge-
dung Kementerian Pendidikan
Nasional yang hanya mencapai
Rp300 miliar.

“Harga yang dipatok tim
teknis sama dengan apartemen
mewah. Harga Rp1,16 triliun
tersebut hanya bangunan, be-

lum instalasi. Makanya, kami

ingin agar harga tim teknis
harus dibuka secara transparan
untuk memenuhi akuntabilitas

publik,” papar Taub k.

Wakil Ketua DPR Anis Matta
menambahkan bahwa hasil
evaluasi tersebut akan dibawa
ke Rapat Paripurna DPR. Se-
hingga, seluruh anggota DPR
dapat melakukan ukuran ter-
hadap harga yang ditetapkan.

“Makanya, setelah evalu-
asi disikapi di rapat pimpinan
(rapim) dan Badan Urusan Ru-
mah Tangga (BURT) DPR, hasil-
nya harus dibawa ke rapim biar
dibahas kembali,” tuturnya.

Anis mengakui isu pemba-
ngunan gedung baru DPR
telah bergulir secara liar. Secara
pribadi, ia menyatakan bahwa
pembangunan harus dihenti-
kan. “Karena di paripurna, ke-
mungkinan pun dapat terjadi
dan kekuatannya jelas.”

Biaya pembangunan gedung
baru DPR senilai Rp1,16 triliun
itu terbagi atas biaya konstruksi
bsik Rp1,13 triliun, biaya kon-
sultan perencana Rpl19 miliar,
biaya konsultan Rp16,88 miliar,
dan biaya pengelolaan kegiatan
Rp1,12 miliar. Biaya tersebut di
luar biaya teknologi informasi,
sistem keamanan, dan furnitur.
(P-3)

bhawono@mediaindonesia.com
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Malaysia Dikte Rl soal Perbatasan

ANGGOTA Komisi | DPR RI Fayakhun Andriadi menilai Malay-
sia kini semakin berani mendikte Indonesia dalam penyelesaian
koordinat perbatasan kedua negara dengan cara melakukan
diplomasi yang memerlukan waktu yang lama. “Penyelesaian
titik koordinat batas wilayah RI-Malaysia melalui jalur diplomasi
akan memakan waktu lama dan membutuhkan kemampuan
diplomasi yang kuat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG)
ini di Jakarta, kemarin. Sayangnya, menurut Fayakhun, kekuatan
diplomasi Indonesia tidak tergambar atau tecermin dengan baik
saat pertemuan di Kota Kinabalu, Malaysia, 6 September lalu. “Pa-
dahal, yang dinantikan jutaan warga Indonesia yang sudah geram
dengan insiden penangkapan tiga petugas KKP di perairan dekat
Pulau Bintan, Provinsi Kepri adalah kejelasan soal pengakuan
Malaysia atas wilayah arsipelago Indonesia berdasarkan Hukum
Laut Internasional atau UNCLOS,” katanya. Sementara Malaysia
yang bukan negara kepulauan ikut mengklaim sejumlah titik di
perairan Indonesia. (Ant/P-3)

Kejagung Mampu Berantas Korupsi

KETUA Komisi lll DPR RI Benny K Harman mengharapkan jaksa
agung yang akan menggantikan Hendarman Supandji harus
mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam hal pemberantasan korupsi. “Pengganti Jaksa
Agung Hendarman Supandji harus mampu menerjemahkan dan
melaksanakan kebijakan Presiden Yudhoyono dalam pemberan-
tasan korupsi,” kata Benny di Jakarta, kemarin. Selain mampu
menerjemahkan kebijakan presiden, jaksa agung baru nanti juga
harus menjadikan lembaganya sebagai lembaga tercepat dalam
memberantas korupsi. Sebab, kejaksaan adalah lembaga yang
memiliki sumber daya yang cukup banyak dan tersebar di seluruh
Indonesia. la menyebutkan, jaksa agung baru juga harus mampu
melakukan reformasi di internal Kejaksaan Agung. Sementara
itu, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan Harry Azhar menilai bila Kejaksaan Agung dipimpin
pejabat internal kejaksaan, diragukan akan mampu membenahi
internal Kejagung. (Ant/P-3)




